BAB II
PEMBANGUNAN NASIONAL (1984-1989)

Seperti disebutkan terdahulu, pembangunan nasional
adalah usaha vyang dilaksanakan dalam rangks pembangunan
manusia Indone=zis seutuhnya dan rembangunan seluruh
masyvarakat Indonesis.

Eencana pembangunan nasionel periode 1984-18989 ituy,
secara teoritis tertuang didelsm Garis-Garis Besar Haluan
Negara hasil ketetapan MPR RI yang bernomor: II/MPR/1983.
Sedang rencans cperasionalnya, tertuang didalanm Rencane
Pembangunan Lima Tahun Reempat (18B4/85 - 18B8/89), terdiri
dari empat buku tebal, merupaksn hassil Keputusan Presiden
RI dengan nomor: 21 Tshun 18984. Rencana 1ima tahun ini,
kemudian dijabarkan menjadi rencana tashunan dglam Anggaran
Pendapetan dan Belﬁnja Negara melslui Keputunsan Fresiden
Jugsa.

Dewasa ini, rencans pembangunan vang ditempuh
pemerintah dan bangsa Indonesia mengarah pads pembangunan
masverekat modern vang terbuks. Secara prinsipigl
ditinggalkan dogmatisme politik dan pembangunan dilskukan
secara lebih rezlistis. Pada asasnya, perhitungan ilmn
pengetahuan dan prinsip ekonomis-teknis menjadi bahan dasar
dari rencana pembangunan nesiongl, Dan sesuai dengan
pendekatan ini, prinsip demokrasi diindoktrinasikan dalam
kehidupan palitik, pendidikan, dan ekonomi **

Akibsat rendekatan ini adalah: renyerdehanasn
partai-partai; penyeragaman as388; pengendalian kebebassan
kampus, media mmssa, dan karya tulis ilmiah; Penanghksalan
pengaruh asing vang dianggap berbahaya; diperluasnya peranan
militer: dan lain sebagainya vang dianggap mendukung Proses
indoktrinasi.

Titik sentral pembangunan nasionsal ite, menurut
Dr.Pretiwi Sudarmono, adalah wmanusis Indonesia. Artinya,
Fembangunan vyang dilaksanakan harus mampu menghasilkan
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Dr .Pratiwi Sudsarmono, sdalah wmanusia Indonesia. Artinva,
pembeangunan vang dilaksanaksn harus mampu menghasilkan
sesuatn vang bergunsa bagi masvarakat Indonesia. Dan jugsa
bersifat memnperbaiki keadaan dan lingkungan sﬂbslunnya.iﬁ
‘Bengsa Indonesia akan bisa mewujudkan harapan ini, secara
utuh dan menyeluruh, apabila seluruh potensi bangsa secara
nasional dimanfaatkan dengan baik.'™

Eebijaksanaan nasional suatu bangsa ditentukan oleh
harapen dan cita-cita bangss itu, persepsi kebutuhan rak-
yvetnya, persepsi bangea skan hondisi dalam negerinya,dan
persepsi tentang letak bangsa itu dalam lingkungan dunia.
Dilihat dari aspek-sspek ini, kebijaksanasn-kebijaksanaan
nasional yeng ditempuh Indoneeia dilandasi tiga prinsip da-
gar yakni: mempertahankan stabilites nesionel, melznijuthkan
usaha pembangunen, den mencapai keadilan yang lebih merata.
Agaknya ketigs prinsip dagsar tergsebut, zkan terus
dipertshankan dima=a nend&tang.”

Pelaksanaan pembangunan nasionzal harus berjalan
seirama dengan pemnbinaan dan pemeliharssan . stabilitas
nasional yang sehat dan dinamis, sehingga terjalin hubungan
vang erat antarae pembangunan dan stebilitas nasional.
Stabilitas nasional memperlancar pe mbangunan nasional, dan
pembangunan nasional memperkuat stebilitas nasional. 1ini
bearti bahwa stabilitas nasional merupskan syarat mutlak
bagi kelangsungan dan berhasilnya pelaksanaan pembangunan
nasional.’™

Dengan demikian, secara bertahap dapat dikejar cita-
cita membangun masvarsbat adil dan makmur, merata, dan
seimbang antara kesejshtersan hidup di duniz dan akhirat,
sesual dengan rencana yang ditetapkan bersams.

Selanjutnya dalam bsb ini akan diursikan secara ber-
turut-turut tentang: pola dasar pembangunsan naesionel, pols
vmum penbangunan jangka panjsng, pola umum pembengunen lima
tahun keempat, dan sekilas tentang rencans pembangunan lima
tahun keempat. Uraian disini, terbatss paeda hal-hal veng
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berkaitan dengan pewbahasan ghripsl ini.

A. Pola Dasar Pembangunan Nasional
1. Tujuvan, Landasan, dan Aszs-Asas

Tujuan pembangunan nasiongl -sebagainana dinyatekan
dalam Ketetapan Majelis Permusyawsaratan Rakvat BRI No.II/-
KPR/1883- merupakan bagian dari tujuan nasional vang
termaktub didalam pembuksan Undang-Undang Dasar 1945, yshni:

. _melindungi segenap bangsa Indonesia dan geluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejshteraan
umum, mencerdashkan kehidupan bengssa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia vang berdasarh;n
kemerdekasn, perdamaian abadi dan keadilan sosisel,...

Kerena tujuan pembangunan nasionsal itu merupekan
bagian dari tujuan nasicnal, maka dapat dikataken tujuan
penbangunan nasional sdalah penjabaran deri tujuan nasional.
Artinya tujuan nasional sepertil tersebut distes memiliki
gifat vang umum, sesuai dengan =zifat Undang-Undang Dasar
sebagai hukum daser yang tertulisa, sedangkan tujuan
pembangunan nasional mempertegas dan memperjelas tujuan
nasional dalam bentuk pernystaan vyang lebih kongkrit dan
terperinei.

Lebih teges lagi dapat dilihst pada Ketetapan Helelis
Permuesyawaratan Rakyat RI No II/MFR/1883, vang penyatakan
bahwa tujuan pembangunsn nasional adalah:

..... newnjndkan sustu mesyarskat adil dan makmur yang
meratas meterial dan spiritual berdssarkan Pancasila
didalam wadah Hegara Kesatuan Republik Indonesia yang
nerdeka, berdsulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat
dalam suasana perikehidupan vang anan, teanteram,
tertib, dan dinamis, serta dalam linghkungan parigulan
dunia vang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Untuk mewujudkan tujusn nasional vyang -bagiannysa
dirinei dalam tujuan pembangunan nasional- kadalam langkah-
langkah praktis, maks landasan vyang digunakan adalah
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Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1845. Denikianlah halnve
nenurut Derji Darmodiharjo, selengkapnya dia menyatakan:

Landaegsn ideal pembangunan nasional sdalah Pancasila.
Ini berarti bshwa pembangunan nasional dilaksansakan
dengan dijiwai Ketuhanan Yang Maha Ess, berdasar atas
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradap, dengan pmemnent ingkan
Persatuan Indonesia, dengan berpedoman kepada kerakyatan
vang dipimpin ocleh hikmah kebijaksanaan dalam
parmusyawsratan/perwakilan, serta nntuk mauujudkan
keadilan sosish bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun landasan Rﬂnﬂtltu51ﬂnﬂln?ﬂ adelsah UUD 1g45.7

Sedangkan BESas-BSA5 umum yang melandasi setiap ussha,
kegiatan atsu sktivitas dalamkiprah pembangunan nasional
vang disebut sebagai BEEAE-ASAS pembangunan nasionzal,
selengkapnya menurut GBHN adalah sebagai berikut: '

8. Asss Menfaat, ialah bahwa =segsls useha dan kegisatan
pembangunan harus dapat dimanfeatkan sebesar-bessarnya
bagi kemanusiasn, bagi peningkatsn kesejahtersan rakyat
dan bagi pengembangan pribadl warga negars.

b. Agas Ussha Berszma desn EKeksloargsan, 1alah bahwa
usaha mencap=i cits-cita dan saspirasi-aspirasi Bangsa
harus merupakan ussha bersame dari Bengsa dan seluruh
Rakyat vang dilakukan secara gotong-royong dan dijiwsi
oleh semangat kekeluargean.

c. Asas Demokrasi, ialah demokrasi berdasarkan Pancasila
yang meliputi bidang-bidang Politik, Sousiel dan Ekonomi,
serta vang delam penvelesaian masalah- masalah nasional
berusahe sejesuh mungkin wmenempuh Jjalan permusyawaratan
untuk mencapai mufakat.

d. Asas Adil dan Herata, ialah bahwe hesil-hasil
materiil dan spiritual yang dicapai dalasm pembangunan
herus depat dinikmatil merata oleh . seluruvh Bangsa dan
bahwa tiap-tiap Wargs Hegara berhak menikmati hasil-ha-
sil pembangunan vang layak diperlukan bagi kemsanueiaan
dan =e=ziai dengan nilsi darma-baktinya vang diberikannya
kepada Bangess dan Hegora,

e. Azas Perikehidupan dalam Keseimbangsan, islash keseim-
bengan antara kepentingan-kepentingan, valtu asntara ke-
pentingan keduniean den akhiret, anters kepentingan ma-
teriil den spiritual, antara kepentingan jiwa dan r=agsa,
antars kepentingen individu dan 'masyaraskat, antara ke-
pentingan peri kehidupsn darat, lsut dan udars, serta
anteers Repentingan nasional dan Internasional.
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f. Asas Resadaran Hukum, ialsah bahwa tiap Wardga HNegara
Indonesia harus selslu sadar dan taat kepadsa Hukum, dan
mewejibkan negara untuk menegakkan dan menjamin kepasti-
an hukum.

g. Asas Kepercaysan pada Diri Sendiri, valitu behwa FPen-
bangunan Nasicnal harus berlandaskan pada kepercayaan
akan kemampusn dan kakuatauzgendiri. serta bersendikan
kepada kepribadikan bangsa.

2 Modal Dasar dan Faktor-Faktor Dominan

Prioritas pembangunan di Indconesia diletakkan pada
pembangunan bidang ekonomi dengan titik berat pada sektor
pertanian guna memantapkan syasembada pangan, dan
meningkatkan industri yang produktif yang dapat menghesilkan
pesin-mesin industri sendiri, beik industri berat msopun
ringan. ;
Pembangunan Ekonomi adalsah pola kegiatan YENg
nenggabungkan faktor-fsktor produksi untuk mancapai produk-
produk skonomi pada tingkat yang lebih tinggi dan lebih luas
dari tingkat produksi sebelumnya, agar dapsat memenuhi
kebutuhan hidup manusis vang makin meningkat, karena
tuntutan pertambshan penduduk dan pertumbuhsan nilgi-nilai
hidup weng selalu memperluas atsu mengubah wawasan kebutuhan
manosia.”’" _

Penekanan prioritas pembengunan pada sektor ekonomi
mengskibatkan pengaruh vang luar biasa di bidang-bidang
kehidupan lsinnye. Pengarnh itu muncul bukan sajs karena
masyarakat didorong memperhatikan masalah kemskmuran atauw
memecahkan kesulitan-kesulitan ekonomi, tetapl masyarakat
juga didorong untuk memperhatikan dan lantas melaksanakan
penvesualan-penysesusalan terhadap pertumbuhan produksi,
distribusi barang, dan jasa. Hal 1ini menimbulkan akibat
lanjat yang logis, vaitu dilakukannya penvesuzlan-
penyesuaisn dalam sistem kelembagaan, pranata-pranata dan
nilai-nilai kem&syarakatan.z‘

Eeadaan tersebut tentu =aja, sedikit banyak

menggoncangkan beberapa modal dasar pembangunan nasional
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vang merupaksn potensi dssar yang dimilikil bangsa Indonesis
vang =zemestinva tumbuh dan berkembang secara wajar dan
dinamiz. Hemum kerene pilihan prioritas pembangunaen ekonomi
di Indonesia ini nampaknyas tak dapat dihindarkan @ lagi,
dengan harapan bila eskonomi d=pat diatasi maks ssktor-sektor
iainnya dap=at ditunjang dalam pengembangannysa, naka
persoalan berikutnye adselah bagaimanse mengatasi dampak
negatif peaengembangan dan pembangunan ekonomni tersebut,
sehinggs potensl-potensi dasar vang dimiliki oleh bangssa
tetap dapat tumbuh secara wajar dan dinawis wmenuju pada
penyempurnaan-penvemnpurnaan diberbagai sektor.

Beberapa modal dasar pembangunan nasional vang
dimiliki oleh rakyat dan bangss Indonesia bisa dikemukakan
sebagal bherikut:

B. Kemerdeksan dan Kedsulatan Bangsa Indonesia.

b. Keduduksn Geografi Indonesiz sepanjang garis khatu-
listiwa dan posiginys sebagsi wilaysh penghubung, =erts
terletak pads posisil antars dus benue dan duos  samodra
raya, dengan iklim tropika dan cumea musimmusimnya mnem-
berikan kondi=si =slemish serts keduduksn dan peranan
strategi=s yvang =angat tinggi.

c. Somber-sumber Kekavaan Alam vang terdapat di darat
dan di laut memberikan kehidupan Bangsa di segala bi-
dang.

d. Jumlah Penduduk vang sangat bessr, aspabils dapat di-

bins dan dikerahkan sebagai tenaga kerja vyang .efektif

akan merupaken modal pembangunan vang besar dan sangat

E?gguntungkun bagi wusahm-uzsha pembangunan dizegala
idang.

e. Hodal Rohaniah dan Mental, ymitu Kepercaysan dan RKe-
tagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan pengisian
aspirasi-aspirasi Bangea. Juga kepercavean dan keya-
kinan Bangsa atas kebenaran falsafah Pancasila merupakan
modal sikap mental yang dapat membawa Bangsa mennju  ci-
ta-citanva.

f. Hodal Budaya, vakni budave Banges Indonesia yveng te-
lah berkembang sepanjang =sejarah Bangsa.

E. Petensi Efekti Bangsa, vyakni segalas =esustn vang
bersifat potensial dan produktif yang telah dicapai oleh
Bangsa gepanjang eejarahnys, termasuk keknatan =sosial
politik antara lerin Partai Politik den Golkar.
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h. Angkatan Bersenjats Republik Indonesia sebagal ke-
knatan Pertahanan Keamanan dan kekoatan sosial yang
tumbuh dari Rakvat dan beEFana Rakyat menegakkan kemner-
dekaan Bangsa dan Hegara.

Sedangkan limas faktor dominan veng perlu diperhatikan
dalam menggerakkan, mengembangkan, dan memanfaatkan modal
dasar pembsangunan untuk meraih tujuan pembangunan nasional
dengan landasan-landasan Sserta asas-asas seperti telah

disebutlan, sdslah =mebagei berikut:

g, Faktor demcgrafi dan sosial budaysa. b, Faktor geo-
grafi, hidrografi, geologi dan topografi. c. Faktor
klimateologi. d. Faktor_flors dan fzauna. e Faktor Lke-
nungkinan pendembsngsan.

J. WHawasan Nusantara dan Eetahanan Nasional

Usaha-usaha pembangunan yvang meliputi banvak bidang
dan dilakukan di sebuah negera veng terdiri dari berbagai-
bagei suku bangsa, bodaya den agams, dengan ciri-ciri
tersendiri memerlukan suatu wawasan sebagai sarana pengikat
untuk menyatukan semua suku bangsa, budaya dan &agama dalam
kesstuan yang harmonis. #&HBSEH vang dipekail edalsh wewmsan
nusantara sebagal satu kesstusn yang wtuh dan tidak dapat
dipisah-pisahkan. Wawasan ini memperkuat rasa kekeluargman
dan kebersamaan dalam persatuan. Dalam wawasan nusantara
terhandung pengertian, bahwe kepulavan nusantara merupakan
gsatu kesatusn dalsm bidang politik =o=isl budaya, ekonomi
dan pertahanan keamanan.’

Menurut ketetmapsn KHFR RI, wawssan nussantars untuk
mencapai tujuan pembangunan nesionsal selengkapnva adalah
sebagai berikut:

g. Perwujudan kepulsnan nussantars sebsgai satu kesatvpan
politik, dalam arti:

1) Behwa kebuletan wilayah nesionel dengan segela isi
dan kekayaannya merupakan sstu kesatuan wilayah, wadah,
ruang hidup dan kesatusn matra seluruh bangss, serta
menjadi modal dan milik bersama bangsa.
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2) Bahwe bangsa Indonegis yang terdiri dari berbagsai
suku dan berbicars dalsm berbsgsi bshass daersh, memeluk
dan meyakini berbagai agams dan kepercayssn terhadsp
Tuhan yang Maha Ese harus mervupaksan satu kesatuan bangss
vang bulat dalam arti seluas-luasnva.

3) Behwa secara psikolégis, bangsa Indonesis harus meras-
sa satu, senasip sepenanggungan, sebangsas dan =etansah
air, serta mempunvai satu tekat dalasm mencspsi cita-ecits
bangsa.

4) Bahwa Pancasila adaleh satu-satunva Falsafah =serts
idiologi bangsa den negara, yang melandasi, membimbing
dan mengarahksn bangss menuju tujuannva.

5) Bahwa seluruh kepulauan Nusantars merupakan satu ke-
satuan hukum delam arti bahwe hanya ada satu hukum nasi-
onal yang mengabdi kepada kepentingan nasional.

b. Permujudan kepuleusn nusantara sebagai setu kesatuan
sosiel dan budaya, dalam arti:

1) Bahws masyarakat Indonesis adalsh satu, perikehidupan
bangsa harus merupskan kehidupsn yang serasi dengan
terdapatnya tingkat kemajuan masysrakat yang same, me-
rata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan
vang sesuai dengen kemsajusn bangea.

Z) Bahwa budaya Indonesis pada hakekatnya sdalah satu;
sedangkan corak ragam budsya yang ada menggambarkan ke-
kayaen budays bangsa vang menjasdi meodal dan landasan
pengembangan budayas bangsa seluruhnys, yang hasil-hasil-
nya dapat dinikmati oleh bzangsa.

e. Perwunjudan kepulauan nussntara sebagai satu kessatuan
ekonomi, dalam arti:

1) Bahwa kekayazan wilayah nusantara baik potensial mau-
pun efektif adalah modal dan milik bersams bangsa dan
bahwa keperluan hidup sehsri-hari harus tersediz mersats
di seluruh wilavah tenah sir.

2) Tinghst perkembangsn ekonomi harus serasi dan seim-
bang diseluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-cirikhas
vang dimiliki oleh daerah-daerah dalam pengembangan ke-
hidupan ekenoninva.

d. Perwujudesn kepul=zusn nusantara sebsagai satu ke=satuan
pertahanan dan keamanan, dalsm arti:

1) Bahwa ancaman terhadap satu pulsu atau satu daerzh
pada hakekatnya merupsksn ancaman terhadap seluruh bsng-
sa dan negars.

2) Bahwa tisp-tisp wargs negsrs mempunvai hak dan kews-—
jipﬁp vang sama dalam rangka pembelaan negars dan bang-
=4a.
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Bagaimanapun juga, proses pembangunan sulit bisa me-
libatken seluruh lapisan msupun kelompok dalam masyarakat
secara sekaligus dan merata. Akibatnya, pengaruh pembangu-
nen terhadap peningkstan kualitas hidup bagi kelompok =satu
atau lapisan yang satu, berbeds dengan Vang diperoleh ke-
lompok atau lepisan sosizl yang lainnya. Adsa vyang lamban,
gda yang lebih cepat, bahkan sdapunla vang belum merasakan
perubahan yang menguntunngkan, atan justru malah dirugikan
oleh penbangunan.zﬂ Karena itu perlu adanya keserasian dalam
berbagei tahap pembangunan, sehingga dampak-dampak negatif
dapat dihindari dengen mudah serta berjalan mulus mengarah
peda tujusn vang dicita-citakan. Hal ini tentunya
memerlukan pemikiran dan perencanaan yang metang dan Jitu.

Dalam melakssnakan pembangunan tentunya diperlukan
syarat adenya ketshanan mnasionsal, vakni ketangguhan dan
kemampuan suatu bangsa untuk menjamin kelengsungan hidupnys
ketahanan nasional meliputi ketahanan idiologi, ketahanan
politik, ketahanan ekcnomi, ketahanan sosial budava, dan
ketahanan pertahanan keamanan. .

i Indonesia untuk mereaslisir pertazhanan keamanan
dibentuk Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (Wenhankamnas),
suaty dewsn vang membantu presiden dalam menetapkan
kebijaksanaan tertinggi di bidang pertahanan keamanan
nagsional. Dalam pelaksanaan fungsinya, dewan tersebut
bertugas menyusun rencane kebijaksansan Hankamnas dan
bertugas menjamin terselenggaranya koordinasi secara efektif
den efisien, dan menjamin penvelenggaraannya yang berkaitan
dengan =elurnh sarana vang diperlukan dalam penentuan
kebijaksanaan Henkamnas. '

Hal itu penting guna menunjang keberhasilan
pembangunan nasional. Sebab antars ketahanan nasional dan

pembangunan nesional . terdapat kaiten vang erat.

"Barhasilnya penbangunan nasional shan meningksetkan

ketahanan nasional. Selanjutnya ketahanan nasional vyang
az

tangguh sken lebih mendorong lagi pembangunan nasional”.
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B. Fola Umum Pembangunan Jangka Panjang

Pola Umum Pembangunan Jangka Fanjang mnerupakan
strategi pembangunan Jjanghks panjang yang diterapkan di
Indonesia, vang meliputi Jjengks waktu antara 23 sampal
dengan 30 tahun. Pola umum ini dibuat oleh wakil-wakil
rakvat di HFR.

Penvusunan Polas Umum Pembangunen Jangka Panjang
didasarken pada Pola Dasar Pembangunan HNasional, sebagail
uszhs pengarahan dalam melaksanakan pembinanan dan
pembangunan Bangsa pada umumnya, serta sebegal usaha
pengarahan dalam pengembangen dan pepanfaaten sumber daya
alam dan lingkungan, dalsm rasngks menuju tercapainya cita-
cita Nasional.

Penyusunan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang ini,
pada hakekatnys merupakan penyusunan rencana jangka panjang,
vakni suatu perencanaan kebijaksanaan yang dimaksodkan untuk
mencapai tujusn-tujuan perkembangan dalam masyaralkat vyang
bersifat fundemental dan struktural dalam jangks pan:]a:n:.:'l=ll

Pembangunan janghs panjang itu, dilsksanskan secara
bertehap dan sambung-menyambung dalam sstu kesatusn vang
marasi. Setiap tehzp berjangks wektu lims tahun. Sesusai
dengan Janghks waktunysa, maka setizap tahap disebut
Pembangunan Lima Tahun (Pelita).”®

Arah pembangunan Jjangka panjang =sdalzh pembangunan
masvarakst Indonesia seutuhnys vang selarss dan berke-
seimbangan dengan memperhatikan serta menjamin terwajudnya
pembagian pendapatan yang merata sesuai dengan rasa keadilan

dam sistem ekonomil vang demokratis. Pelaksanaan demokrasi
ekonomi ini, pernerintah mamberikan ‘bimbingan untuk
meningkatkan golongan ekonomi lemsah. FPembinaan kecakapan

dan ketrampilen dengan pemantapan teknologli yang sesual
dengan kemampuan masvarakat mutlak diperlukan. Digamping
itu, pelaksananan pembangunan harus berpijsk pada kemampuan
sendiri, sumber-sumber alam digunakan secara rasicnal dengan

mnemperhatikan kelestarian lingkungan, model asing didudukkan
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sebagai pelengknp, dan diarahkan menuju pertumbuhan ‘ekonomi
vang mempercepat pertumbuhan  lapsngen  kerjs; dibarengi
pengendalien jumlah penduduk.35

Femeratzan pembangunan tesebut =akan tersendet, dan
pktifitas masyvarakat jugn makin sulit diherapken bila kon-
disi politik tetsp diperketsat. Dan Jika titik berat tetap
diarahkan pada mspek pemeratsan, maks dans pembangunen m@me=
mang =kan banyak terkuraes hingga mengurangi lajuo pertumba-
han. Hamun itu akan merangsang usahae ekonomi rakyat,
menggalang partisipasil masyarakat dslam pemupukan modal dan
renecahan-pemecahan maesalah di dalam naegeri, hingga
mengurangi beban ekonomi dan kendali negare. =

Namun dalem pelaksenaen mungkin dijumpai lain, sebab
keadﬁan masyarakat yeng masih hursng caksp dan terampil
secara ekonomis, serta kurangnyse kesiapsiagaan dalam
nemanfaatksn tema-tema ekonomi. Karena itu bimbingan dan
‘penyaluhan masih sanget perlu ditingkatkan.

Hinggs disini per=soalannya kembali pada sejauh mana
pemerintah bersungguh-sungguh ménempuh jalan yang ditunjuk
oleh arah pembangunan jangka panjang tersebut.

Adapun Pols Umum Pembangunan Jengks Panjang mempunyai
sasEran-sasaran sebagei berikut:

l Bidarng Ekonomi

dtruktur ekonomi wvang seimbang dimansa terdapat
kemampuan dan kekuatan industri vang maju vang didukung
oleh kekuatsn dan kemampuan pertanisn vang tangguh.
Dengan prinsip bahwa Repelite vang terdahulua mempunyai
sasaran untuk menaikkan tingkat hidup dan kesejahterasan
Rahyat banyak serta uvntuk menciptakan landassan bagi
Repelita berikutnya, maka struktur skonomi vang seimbang
itu akan dapat dicapsai secarn bertahap melalui
peleksanaan =erangkaian Repelita-repelita ialsh:

a. Repelita Pertama: meletskkan titik berat pada sektor
pertanian dan industri yang mendukung pertanian.

b. Repelita kedus: meletabkan titik berat pada =ektor
pertanian dengan meningkatksn industri vyang mengolah
behen mentah menjazadi bahan bakua.

¢. Repelita ketiga: meletakkan titik berat pada =ektor
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pertanian menuju swasembada pangan dan neningkatk§n in-
dustri vang mengolah bashan baku meniadi bahan jadi.

d. Repelita keempat: meletakkan titik berat pada sektor
pertanian untuk melanjutkan pssha-useha menuju swesemba-
da pangan dengan meningkatkan industri yang dapat meng-
hesilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri
berat maupun ringan yang akan terus dikembangkan dalam
Repelita-repelita selanjutnya.

Dengsan meningkatkan bidang industri dan pertanian
SeCcars bertahap seperti tersebut diatas, ahan
terpenuhilah kebutuhan pokok rekyvat dan akan tercapailsh
struktur ekonomi vang seimbang, ialah struktur ekonomi
dengan titik berat keknatan industril yang didukung oleh
bidang pertanian vang kuet, setelah melampaui
Fembangunan Lima Tahun vang EKelima atau yang Feenam vang
akan menjadi landasen bidang ekonomi untuk mencapai
tujuan nasional, ialah masyarakat adlil dan makmur
berdasrkan Pancasila.

7. Bidang Agama dan HKepercaysan terhadap Tuhan Yang
Maha Fsa, Sosial Budaya

Atas dasar kepercayaan Bangsa Indonesia terhadap
Tuhen Yang MHaha Esa meks kehidupan manusia dan
masyverakat Indonesia harus bensar-benar selaras dalam
hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesana
dan alam sekhitarnya gserta memiliki kemantapan
keseinbangan dalam kehidupan lahiriah dan batipnish serta
mempunyei jiwa vang dinamiz dan =semangat gotong-royvong
yang berkembang, sehingga sangdup serta mampu untuk
melanjutkan perjuangan Bangsa dsalem mencapai tujuan
nagional dengsn memanfaatken landa=san ekonomi vang
saimbeng.

Bentuk-bentuk kebudeyaan sehagai pengejawantehan
Pribadi Masnusia Indone=is haru= benar-bensar mennnjukkan
nilai hidup dan makna kesusilaan yang dijawai Pancasila.
Sedsnghksan kebodavaan itn eendiri harus merupakan
penghayatan niali-nilai yang Iluhur sehinggs tidek
dipisahken dari Hanuszia Budava Indonesia sebagalil
pendukungnya.

3. EBidang politik

Dalam bideng politik dalam negeri dimantapkan
wesadaran hidup politik dan kenegarasan berdasarkan
Pancasila dan Undeng-Undang Dasar 1845 bagi setiasp wargs
negara, sehingga dapat terjamin kelancaran usaha
mencapai tujuan nasionsl.

Dalem mencapsi ssasaran itu termasuk didalmnys usaha-
usaha untuk menciptakan, menghonsolidasikan dan
memanfaatkan kondisi-kondisi serta situasi untuk
menungkinkan terlaksananya proses-proses pembaharuan
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kehidupan politik. =sehingga dspat diciptakan kesadasan

dengan =istem politik wvang benar-benar demokratis,
stabil, dinamis, efektif dan efigien vang dapat
memperkuat kehidupan konstitusionsal, newajudkan

pemerintahan veng bersih, berkemasmpuan dan berwibawah,
pengawasan oleh Dewan Perwakilen Bakyat vyang semskin
efektif serta terwujudnys kesadsrsan den kepastian hukum
dalam mesyarekat yang szemakin mantap.

Dalam bidang politik luzar negeri wvang bebss sktif
diusahakan sgar Indonesis dapat terus meningkatkan
perananny¥a dalesm memberikan sumbangennya untuk turut
serta menciptakan perdamaian dunis yang abadi, adil dan
sejahtera.

4. Bidang Pertahanan Keamanan

desual Doktrin Pertahanan Kesmanan MHasionsl, maka
diciptakan sistem pertahenan kemanan rskyat semesta vang
nampu mensukseskan dan mengamankan perjuangsn nasional
padas umunys, pewmbangunan nasional pada khususnya dari
setiap ancaman yvang datang dari luar negeri serta dari
delam negeri, sehingga usaha bangsa delem mencapai
tujuan nasional benar-bensar aman dan tertib.

Delam pelaksanaan doktrin tersebut diatas, ABRI vang
tumbuh dari rakyat dan bersams rakyat untuk menesgakkan
dan mengisi kemerdekaan, adalsh inti dari giten
Fertahanan Keamanan Rakyat Semesta.

Angkatsn Bersenjata Republik Indonesia disamping
selakn KekuatanafPertahanan Keamanan, Jjuga merupekan

kekustan =o=inl,.

Fola Umum FPembangunan Jangka Panjang ini menjadi
dasar dan landasan pokok bagi penyusunan Fols Umom
Fembangunan Jangka Menengah, veitue Pola Usum Pembangunen
Lima Tahun.

Periode pemhangunan VENg berhubungan dengan
pembahasan skripsi ini adalah Pembangunsn Lima Tahun
Keempat. Karena itu, Pola Umumnys dibahas berikut.

C. Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Keempat

Sebagaimana disebutkan terdahulu, Pola Umum Penba-
ngunan Lima Tahun Keempat disusun dimaksudkan sebegai upave
wakil rakyst dalam rangka mengarshkan penyosunen Rencana
Pembangunan Lima Tahun Keempat.

Penyusunan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun
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berlandaskan Fola Dasar Fembangunan Nasiconal. Dan
penyusunan Pola Dasa Pembangunan FKRasional berpijak pad=s
Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Tap-Tap MPHR vyang
masih berlakn. Semua tugas-tugas penyusunan ini, adalah
tugas Majelis Fermusyawaratan Rakvat, yvang hasilnya
ditnangkan kedalem Garis-Garis Besar Haluen Negara, dan
legitimasinva menggunakan Tap HPR yang mempunyai kekuatan
hukum diates Undang-Undeng. Kesdaan ini sesuail dengan
Undang-Undang Dasar 1845 vang menyatakan: "Hajelis
Permusyawsaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan
garis-garis besar dari pads haluan neznrn“.an

1. Tujuvan dan pricoritas

Tujuan nasional sebagsimans termektub dalam alinea
keempat UUD 1845 telah terserap dibenak sebagian besar tokoh
masvereket di Indonesis =ehingga arus pemikiran =ecars
nasiongl sebagian besar mengarah kesans.

Dalam rangks mengsarah pads tujuesn tersebut, para
tokoh masyarakat yvang duduk di 1lembags perwakilan rakyst,
merumuskannyva =serta menjabarkannva menjadi tujusan
pembangunan nasional seperti tercantum di dalam Fola Dasar
Pembangunan Nasional. Tojusn pembangunan 1itu, kemudian
diperjelas lagi di dalam Fole Umum Peobangunan Lime Tahun
Keempat vang merupakan pelaksansan Pola Umum Pembangunan
Janghka Panjang.

Penjelasan tersebut dapsat dilihat dalem Ketetapan MFR
No, TI/HFR/1882, selenghspnys sgsebsgal berikut:

Sebagaimuana halnys dengan setiap tahap pembangunan
dalam rangks pelaksanaan Fola Ummom Fembangunan Jangka
Fanjaeng, maks tujuan Fembangunan Limma Tahun EKeempsat
ialah:

Fertama: Meningkatkan tsraf hidup, kecerdasan dan
kesejahteraan seluruh rakvat vang makin
meratas den adil.

Kedua : Meletahkan landasan vang, kuat untuk tahap
pembangunan berikutnya.
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Kemperhatikan tujusn pembangunan tersebut, nempaknya
nanusia Indonesia dilihat =sebagai obyek pembangunan dan
sekaligus subyek  pembangunan. Dilihat sebagai aobyek
pembangunan berarti taraf hidup, yakni mutu hidup dan
penghidupannya perlu ditingkatkan, disanping pelayanan
pendidikan vang memsdai untuk mencapai kesejahteraen.
Dilihat sebagal subyek pembangunan berarti pelali=sana
pembangunan itu manusia Indonesis sendiri.

Sebagai subvek pembangunan, menusia dangan bakatnys
dan kemampuan yang dimiliki, dengan keahlian, ketrampilan
serta sikap-siksp hidup yang positif ia harus sanggup
berperan serta dalam pelbagai bidang pembangunan nasionzal
atas cers vang lebih kreatif, dinamis, dan berdays guna-‘“

Perznsertas tersebut tentunyva dilakokan dengen bijak-
sana ogar tidak salah arsh, salah tempat, astsu =salah langksah
vang tak diharapkan. Lebih tepat lagi kaslau peran serta itu
depat menyentuh hal-hal yang menjadi titik berat dan prio-
ritas pembangunsn sehinggn memiliki dampak wyang berssekals
nasional.

Adspun Frioritaz Pembengunan Lims Tahun Keempat
menurut Ketetapan MFR adaelah:

v....dalam Pembangunan Lima Tahun HKeempat prioritas
diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi dengan titik
berat padsa sektor pertanian untuak melanjutkan
usaha-usahsa swasembada pangan dan meningkatkan industri
vang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri,
baik industri berat maupun industri ringan vang akan
terus dikembanghkan dalam Pelita-pelita selanjutnva.

Sejalan dengsn prioritass pada bidang ekonomi, ° maka
penbangunan dalam bidang politik, sasial budava,
pertahanan keamnan dan lain-lain, makin ditingkstkan
gepadan dan agar =saling menunjang dengan kemajuag;
kemajuan wvang dicapai cleh pembangunan bidang ekonomi.

Helihat pricoritas pembengunen p=ada Pelita IV ini,
nampaknya Indonesia mempersimspkan landaszn memasuki tahap
tinggal landas, Dalam memasuki tahap ini, industri
diharapksn dapat berperan sebagai dinamisator vang dapat
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menggiring seluruh sektor perekononian menuju tingkat laju
pertumbuhan yang lebih cepat. _

Banyvak kemajuan yang telsh dicapail oleh kemampuan
industri Indonesia untuk nemproduksi berbagail jenis
produk-produk industri sandang dan pangan, industri logsm
dan kimia. HNamon, ciri-ciri industri Indonesia adalah padat
modal dan kecil sumbangannya dalam usaha menciptakan
lapsngan herja.‘z Akibat lanjut padat modal adalah akumulasi
nodal vang tidak seimbang, dan berikutnya pemeratasn
hasil pembangunan menjadi terancam.

_ Farena itu setiap kebijaksanaan dan langkah-langkah
pembangunan hendaknye berlandaskan pada Trilogi Fewmbengunen
yakni: pemerataan pembangunan dan hagsil-hs=silnys yang menuju
pada terciptanye keadilan sosial bagi seluruh rakyat, per-
tumbuhan ekonomi vang cukup tiﬁggi, dan stabilitas nasic-
nal yang sehat dan dinamis.*®

Ketiga unsur Trilogi Pembangunaen tersebut sstu sama
lain saling kait-mengait, karena itu perlu dijaga dan
dikembangkan terus secara serasi agar satu sama lain  tetap
ealing memperkuat dalam jalinan vang seimbsang.

7. Areh dan Kehijasksanszn Fembangunan Umum

Dalam Felita Keempat, yang meliputi Jjangka waktu 1
April 1864 hingge 31 Haret 1889, berusahas melanjutkan arsh
dan khebijaksansan vang ditempuh selama Pelita Ketiga. DOelam
hal ini, perscelen pokok adalah memelihara dan mengembangkan
stabilitas MNasionasl, baik stabilitas di bidang politik
maupun di bidang ekonomi. Semua itn dimakeudkan untuk
meningkatkan taraf hidup dan kecerds=san menuju kesejahleraan
sosial vang merata dan adil bagi selurah rakyat."

Tekanan pada unsur stabilitas ini mesih disnggap
penting, karena setiap bentuk kemsjusn ekonomi dan sosial
masih bergantung padsa suntu lingkungan vang mERNQRU
mengendaliken ketidakpastian den menjamin terselenggaranys
perencansan secars relatif aman. Pemeliharean s=tabilitas
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adalah s=ustu hel vang diperlukan, tetapi is hanys meneﬁpati
urutan kedus s=telsh penyelesaian wmasalsh-masalah yvang
timbul. Dengan demikian, pembangunen menuntut pandangan
vang lebih luas dan positip terntama mengenai tindakan dan
Pelaksangan.‘“

Untuk memantapkan stabilitas di bidang politik,
divsahakan kokohnya kesatuan bangsasa, kokohnya kehidupan

konstitusional demokratis berdasarkan uuD 1945, dan
pengamalan Pancasila dengan memasyarakatkan FPedoman
Penghavatan den Pengamalan Pancasila. Dan dalam rangksa

Pengamalan Pencasila ini, Golongen Earye dan kekustan secsial
politik lainnya harns hanye berssaskan P&ncasila,‘ﬁ

Dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamaslan pancasila

dinyatakan:
Szder sedalam-delamnya bahwn Faneasilsa edalah
pandengan hidup Bangsa dan dasar Negara Republik
Indonesia serta merasskan bahwa paencasisla acdelah

sumnber kejiwaan masyaraket dan Hegara Eepublik
Indonesis, maks menusiz Indonesiz menjedikan pengamelan
FPance=sila sebagai perjoangan uvtama dalzam kehidupan

kemasyarakatan dan kehidupan kenegarasn. Oleh karens
itu pengamalannya harus dimmlai dari setiap warga negars
Indonesia, setiap penvelenggara Negara vyang SEeCHTR

neluas akan berkembang menjadi pengamalan Pancasila oleh
se?iap lembags kenegarmsn dan ‘;emb&ga kemasyarakatan,
baik di pusat maupun di daerszh.

Sebagal sistem pemerintahsn Negera Hepublik Indonesia
yang berdesarkan Pancasila vyang fungsinve sebagai dssar
filsafat negara dan sumber Tertib Hukum Indonesia, meka
demokrasi Pancasila harus dibina dan ditegakkan oleh seluruh
aparatur negara Hepublik Indonesia, khususnva oleh penguasa
dan petugas penegak hukum dan petugas negﬂra.‘*

Akhirnya tugas membina dan menegakkan demokrasi
Pancasila itu, menjadi tugas masyarakat Indonesia

seluruhnya,. Hal ini sesuai dengan pernysataan UUD 1945:

"Segala warga nedsara bersamean kedudukannva di dalam
hukum dan pemerintahan dan wejib menjunjung hukum dan
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pemerintahan itu dengan tidek ads kecualinya".‘p

Selanjutnya perla ditingkmtkean usshe memelihars
keamasnan, ketertiban oumum, den kKepastian hukum dengzan
meningkatkan efektifitas =si=stem pertshanan kemmanan pakvat
semesta -Eebagai upaya pembangunan bidang pertahanan
keamanan. Dalam hal ini, kewaspadasn dan ketrampilan ABRI
sebagnl poros pertahanan HKeamanan dan sebagai kekuatan
sosial, perlu makin ditingkastkan. Disamping itu, juga perlu
ditingkatkan upayas pembinazan aparatur Pemerintah, aparatur
penegak hukum, dan khususnvye peninghatan pembinaan militer
sebagal kekuatan pertahanan keamsnan seksaligus sebagai
kekuatan sosial.”®

Sehubungan dengan fungsi militer seperti disebot di
atas, sudah umum diterima dalam setisp sistem sosisl, bahwa
militer haruslah menciptakan dirinya sebagai kekuatan vang
efektif ditengah-tengah masyarakat dan harus pula mampu
merebut gimpatl mesyarakat dengZan mengakui mereks sebagai
tentara terbalk. Untuk mencapai posisi tersebut, maka
Istihan-latihan militer dengan gendirinva diselaraskan
dengen aturan-sturan dasar dari proses askulturesi vang
berlangsung di tengah-tengsh masyvarakat . i dalam tubuh
militer, begaimansapun, derajat akulturasi berjalan jauh
lebih cepat dari pada apa yang dimlami oleh masvarakat.
Fakta ini menambah kecenderungan pada pihak pervira-perwira
tinggi militer untuk memshami kesulita-kesuliten vang
dialami oleh masyarakat sipil delam proses adopsi ide-ide
baru ketika modernisasi dan perubahan so5ial sedang
berlangsung.Si Akibat logis selanjutnys, militer akan dapat
menunjukkan dirinya sebagai kelompok dinamisator delam
meningkatkan mobilitas sosial dan ekonomi, disamping
menjalin kerjssams yang harmonis dengan masyarakat untuok
mevujudkan stabilitas politik dalam negeri veng kokoh,

Begitulsh usehe politik dalam negeri lndnnesi&: Sa-

dangkan untuk politik luar negeri, Indonesis tetsp melaksa-
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nakan prinsip peolitik luar negeri yang bebas dan aktif se-
cara konsekwen dan diabdikan untuk kepentingan pembangunan
nasional. Sesuai dengan kemampuan, Indonesia terus mening-
kathen peransertanya dalam mewujudkan Ketertiban Dunia dan
Tate Ekonomi Dunia Baru yang berdasarkan kemerdekaan, per-
dameian dan keadilan sosiasl. Dalam ranghka ini, Indonesisa
menjalin kerjasams dengan negara-negare atan organisisasi-
orgenieaei Internasionel vang sehaluan khususnys di kawasan
Amia Tengdars eseperti ASEAN. Disemping itu, Indonesia Ese-
cara terus menerus mengikuti perkembasngan dan  kemungkinen
Bejolak dunia, baik pelitik mavpun ekonomi,., sehingga secara
dini depet ditanggulengi efek negatif wveng ditimbulksasn untuk
mengamankan stabilitas dan pembangunan nasional. -

Usahs pembangunan politik seperti dikemukekan di ates
erat hubungannve dengan pembangunan ekonomi. Wsalaupun dis-
kui bahwe pembangunan di berbsgasi bidang, politik-ekonomi-
sosial-budeva adalah saling berksitan dan saling mendu-
kung, namun bagaimanspun Jjuga ternyate bahwa pembangunan
cekonomi merupakan sektor vang mempunysi days dongkrak ter-
besar. ® Karens itu stabilitas di bidang ekonomi diperlukan
untuk memunghkinkan pertumbuhan selanjutnva.

Untuk mementaphkan stabilitas ekonomi, maka
kebijaksanaan ekonomi yang =elama ini berhasil baik perlo
dilanjutkan dan diadakan pembinsan yang serasi di berbagai
sektor ekonomi yang mencakup: peningkatan produksi dan jasa,
peningkatsan pemanfaastan dan pengembangan teknologi,
peningkatan efisiensi kebijasksanaan perdagangan, peningkatan
pengembangan pasar modal. penyempurnean sistem perpejakan,
peningkatan ekspor produksi dalam negeri, pengershan dana
tabungan masyarskat, penyempurnaan kebijaksanaan pinjaman
luar negri, penyempurnaan kebijaksanaan penanaman modal,
penyempurnasan kebijaksanssn yang terpadu untuk memperluss
lapangan kerja, peningkatan penghssilan masyerakst golongan
ekonomi lemah, peningkatan kesempatsn ysng lebih 1luas bagi

pengusaha kecil, peningkatan pembinsan dunis ussha nasional,
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peEnyenpurnaan kebijaksanasan perkreditan, peningkatan
pengenbangan peranan koopersasi, peningkatan Pemhnnﬂunan
pertanian dan perkebunan serta perikanan, dan peningkatan
pembangunan industri secara terpudu,u‘

Antsrs berbagai sektor ekonomi ini, satu sama lain
saling berkait. HKekuatan di satu sektor akan memperkuat
sektor vang lain, begitu juga kelemahan di satu sektor akan
malamahkan sektor vang lain. Farena itu, pengembangannya
harus seimbang dan serempak mengerah pada tujuan pembangunan
nasional.

Prinsip utans dalam ekonomi yeng dikembangken adalah
prinsip sosio-demokrasi vang mendasari pemikiran ekonomi
kekelusrgean. Dalam ekonomi kekelusrgean, persaingan bebas
tidak ditsmpilkan. labih-1lehih wang dspst mengskibatkan
keinginen veng saling menjatuhkan. Sebaliknyvs vang
ditonjolkan adalsh keinginan untuk bekerjasasma; yang besar
dan ku=t membantu vang kecll dan lemah. >

Ekonomi kekelusrgaen ini, =e=suail dengsn &spa YaEOE
dirumuskan UUD 1945 yakni:

a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar
atas asas kekeluargaan.

b. Cabang-casbang vang penting bagl negars dan vyang me-
nguasal hajat hidup orang banyak dikuassai oleh negara.

. Bumi dan air dan keksvaan =alam vyang terkandung di
dalamnyas dikuasal oleh negara ggn dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakvat.

Dan jika diperhatikan Naskah Pedoman Penghayatan dan

FPengamalen Pancasila, Jugas melengkapl rumusan tersebut

vakni:

2. Siksp =zling mencintel =secamz menusims, siksp tenggang
rasa dan "teps 2alirs”, gerta gsikeap tidsk semens-nens
terhadap orang lain.

b. Henempatksn kepentingan Hegars dan Banges distas ke-
pentingan pribadi.

e. Dalam menggunshen hak-hak vang dimiliki, selalu mem-
perhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan ke-
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pentingan masyarskat distas kepentingan pribasdl dan go-
longan.

d. Adil terhadap =esEma, menjagsa késﬁimhanzan antera hek
dan kewsajiban sertz menghormeti hak-hak orang l=sin.

e. Tidak menggunakan hak miliknya untuk usahe-ussha wveng
berseifat pemerasan terhadap orang lain, Jjugas tidak untok
hal-hal wang bersifat pemborosan dan hiduoup bergaye mewsh
serta perbuatan-perbnatan lain ygpg bertentangan dengan
ataun merugikan kepentingen umum.

Dengan demikian pembangunan ekonomi untuk: perbaikan
dalam kesejahteraan material, terutama untuk orang-orang
vang berpenghasilan rendeh; pemberantasan kemiskinan massal
yang berkaitan pula dengan maesalah-maselsh buta huruf, pe-
nyakit, dan kematian awal; perubshsn dalam kowposisi input
dan cutput yang ada, dari kegiatan pertanian ke kegisatan
industri; perbaikan sistem ekonomi untuk mencapai keadaen
dimana kesempatan kerja tersedia, tidak sajs bagi segolongan
kecil mineoritas, tapi vang terutams bagi anghatan kerja se-
luruhnya; peningkatan peranserta vang luas dari kelompok-
kelompok masyarakat dalam pengambilan keputusan vyang me-
nyangkut perbaikan kesejahtersan mereka, sesuai dengan upsava
yang dimaksud.>® .

Selanjutnya, vsaha-ussha pembangunan diarahkan untuk
nenciptakan manusis pembangunan yang diksitksn dengan pem-
bangunan deerah dan pedesasn, veng mencakup: usazha-usaha
peningkatan pengembangan sumber daya manusia dan pola hidup
sederhana, meningkatkan tekad rakyat untuk memacu pembangu-
nan, meningkatkan program keluargs berencana, meningkatkan
transmigrasi beserta pembinaan dan fasilitasnya; peningkatsn
pemanfaatan tanah untuk kesejahterman rakyat, peningkatan
pemukiman penduduk yang serasi dan seimbang dengen sumber
alam dan linghkungan hidup, peningkatan pengelolaan dan pe-
meliherasn kelestarian =zumber slam dan lingkungan hiduap.
perluasan dan pembinasn sarans sosial budaya, dan peninghka-
tan pengawasan terhadsp aparatur pelsksans pembangunan.59

Pemerintah sebrgni aparatur pembangunsan, harus
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nemperhatikan lapisan masyarakat bawah untuk memperbaiki
nasib 55 juta rakyat vyang masih berads di bawah garis
kemiskinan. Upave menjangkszau dan meninghkathkan tarsaf hidup
lapigsen masyarakhat yang berpenghasilan paling rendeh ini
bukan =sjs merupskan tugas kemanusziesan, tapi jugs merupakan
tugas konstitusional yang tak dapzat dibantsah 1agift

Eeberhasilen strategi pembangunan vang mencits-
citaksn pemerataan dan partisipasi masyarsekat =sntara lain
mensyaratkan pendekatan vang tidak paternalistik. Ini bisa
dicapai melalui usaha terutama dalam mengubah orientasi dan
sikap petugas, serta menciptakan sistem TerenBEcAnARD,
pelaksenaan, dan pengawasan vang lebih didesentralisasikan
agar s&aspirasi dan potensi masyvarakat dapat sepenuhnya
tertampung dalam program-program veng dikembangkan dari
bawah .

Partisipasi masyarakat, terutama lapisan wmasvarakat
bawah memang sulit dijangkau dan disentuh oleh modernisasi.
Sebabnysa, disamping faktor tradisi +vasng sudsh melemnbaga
kuat, Jjuga pendidikan merekas biasssnyas rata-rata masih
rendah.

Masyarakat lapisan bawsh ini, seringkali tidak
lantang dalam menyuarakan keluhannya dan aspirasinya, mereka
Jjuge berzda jauvh dari pusat kota atzu pusat-pusat
pemerintahan, tersebar jauh di pedslamsn, daerah pedesagmn
atanpun polavn-pulsn terpencil, =sebagisn terhecar tidak
terorganisir, memiliki adat dan gistem nilsi vang
berbeda-beda, dan kepentingsn merekz berbeda-beda. Fosgisi
mereka serba lemah, maka guns mempertahanksn eksistensi
hidupnya mereke juge selalu bersikap peka terhadap setiap
intervensi yang datang dari pihak-pihek di 1luar kelompok
atau  lingkungan vang mereka kenal. Karenanya untuk
menjangkau mareka secars efektif, tidsk mungkin diterapkan
suatu kebijaksanaan umum yang seragam atau pendekatan vang
diE&m&ratak&n begitu sajs .untuk semua kelowmpok di seluruh

Indonesia, karena memang sebenarnya masing-masing kelompok
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dan tiap-tiap daerah memerlukan perhatiasn khusus dan
pendekatan tersendiri sesuail dengsn kebutuhan dan  laetsr
belakangd masalah merekz wang serbsa unik dan berbeda-beda.

Dengan demikian, maka pembangunan untuk memperbaiki
nasib masvarakat lapisan bawsh tidak cukup hanva dengsan
nengaendalkan mekanisme pasar YENE kompetitif, BApArset
birokrasi atau selkedsr perencanasn dari =atas saja, tapi
pemecahannya harus dilakukan secara frontal dalam segals
aspeknya vang saling kait-mengsit. Earena itu pendekatan
pembangunan yang partisipetif merupskan syerat utams dan
kunei keberhasilan usaha pemenuhan kebutuhan pokok
merehksa, dan keberhasilan ini akan terus berkembang karena
kemampuan swadaya yang mereka miliki telah ditumbuhksan
secara wojar. Dalam kaitmn inilah organisasi-organisasi
kemsgyarakatan -yvaitun iambaga—lenbaga diluar orgen pemerintah
dan perusazhean swasta- yang selama ini telah banysak bergerak
dibidang usaha pembangunan sosial ekonomi dan pengembangan
swadaya masyaraksat, menjadi penting untuk diikutsertakan
sebagal pertner pemerintah dalam usahs bersama mengatssi
kemiskinan, pengangguran, dan pemenuhan kebutuhan pokok
masyarakat berpenghasilan rendah di rede=zaan dan
kampung-kenpung perkotaan.”

Usahe-uasaha pembangunan seperti telah dilukisksan
tentunya membutuhkan dana pembangunan. FPergoalan dana
seringkali menjedi persoalan yang pelik. apalagi kalsu
pényusunan rencana itu tidak diserssikan dengan kemsnpusn
dana yang dimiliki. Kerspkali ketiks rencana disusun,
kemampuzn dana masih dalam perkiraan-perkiraan vang akan
diterima pads tshun-tahun berikutnya. Hal ini mengakibatkan
rencana itu bersifat elastis, artinya renana akan dikurangi
atsu bahkan dirubah untuk disesuaikan dengan kemampuan dana
vang secara realistis telsh diterima.

Untuk peleksanaan Pembangunan Lime Tahun Keemnpat
diperlukan pembisysan vyang memadsi, vang terutsma harus
bersumber dari kemampuan dalam negeri, sedeanghkan sumber-
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sumber luer negeri merupakan sumber palengkap.ﬂ‘

Sumber dalam negeri dikelompokkan menjadi dua: pene-
‘rimsan dari minyek bumi dan ga= alam, dan penerimaan dari
luar minyak bumi dan gas slam. Penerimesn deri minyak bumi
dan ges alem, delam Pelita II, melamppaul 308 dari penerimaan
dalam negeri. Eemudian selama Pelita III sangat meningkat,
sedikit melampaui dus. partigs sumber dalam negeri. Dan da-
lam Pelita IV, sekalipun masih cukup besar, hanya dipserki-
rnkanlﬁﬂx, Sedangkan dana luar negri, digunakan untuk mem-
biayal program maupun proyek }_:--e,-nﬂ:-Jeunugun:::'ltn.‘w=r

3. Sasaran-sasaran Pepbangunan

Sageran Pelita IV ini, merupsakan bagisn dari sasaran’
Fembangunan Jengka Fenjang yang ditusngksan dalam Folas Umum
Pembangunan Janghs Panjang. Earenz ituw, sukzsesnya Pelita IV
adalah dalam ranghka mensukseskan Pembangunan Jangks Panjang.
Eeberhasilan delam mencapai sasaran Pelita IV adalsh dalam
ranghs mencapsil Eeberhasilnn =asaran Fembangunan Jangha
Fanjsng.

Secara garis besar, sassran Pelita IV beruszha me-
ningkatkan pembengunan di.beberapa bidang yakni: ekonomi;
agama dan kepercayasan terhadsp Tuhan Yang Maha Ess, dan so-
sial budays; politik, aparatur pemerinteh, hukum, penerangan

dan media massa, dan hubungan luar negeri; dan pertahanan
heamarnan

a. Bidang ekcnﬁni

Fembangunan bideng ekonomi mencakup beberapas sektor
ekonoml yakni: pertanian, industri, pertambangan, energi,
perhubungsan, pariwisats, perdagangan, koperasi, dunia usaha
nasional dan usahs golongan ekonomi lemsh, tensge kerja,
trasmigrasi, sumber alam dan lingkungsn hidup, dan pemba-
ngunan daerah.®® Sektor-sektor ekonomi ini, delam Pelits IV,
harus dibangun dan ditinghatkan secers terpadu dan berkese-
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imbangan.

Infestasi segala sumber days dan sumber tenags, me-
nurut profesor Sarbini Sumawinata, seharusnysa dicurahkan
untuk-membangun rakyat ke arsh kemampuan yang lebih baik
dari pade sekarang. Inheren dalam persoalan ini izlsh peru-
bahan struktur ekonomi yang sangat duslistis menjadi struk-
tur yang makin lama mskin kurang, atau struktur ekonomi yang
menyatu. Dengan demikisn, maka dikurangilah dualisme antara
daerah pedessan dengan dzerah perkotaan, antara sek- tor
vang menggunakan teknologi terbelakang dengan sektor vang
memakai teknologi sangsat modern, antara sektor vyang tidak
berorgenisasi dengan sektor vyang berorganisasi modern,
antares sektor yvang berkekuatan ekonomi sangat lemah dengan
sektor wvang berkekuatan ahﬂnumi sangat kuat, &ntara sektor
vang memproduksi hasil sedikit dengan sektor yang mampu
.memproduksi hasil sangat besar.”

Hal ini, akan semakin mendukung pemeratzan pendapatan
dan kesempaten kerja dikalangan rakyat banyak, hketika proses
pembangunan ekonomi dilangsungkanr dan digelakkan untuk
memperluas dan meningkatkan berbagal sektor perekonomian
vang berkesinambungan.

Perkembangan ckonomi disrahkan pada pembentukan eho-
nomi yeng demokratis, berjiwa kerazkwyatan, tak ada ekploitasi
ekonomis, dan dibarengi dengan penghapusan sedikit demi se-
dikit model perekonomisn yvang paternalistik. Xenvataan pa-
ternalisme di bidang ekonomi nzmpak seperti yvang diketakan
oleh Ichlasul Amal, dosen Ilmu Sosisl dan Politik UGH

Yokvakerta, sebageimana berikot:

Kelompok pedagang dan pengusaha di daerah pun hanya
bisa berkembang bila mereks mempunysi patron pejabsat
deerah. BSelamz ini, proyvek-proyek pembangunan tersebar
ke segsla pelosck daerah, sehingga menempatkan keprle
daerah dalam posi=i vang penting. Fejabat-pejabat
deerahlah vang paling tahu bidang-bidang apa saja yang
skan dikembangken di daershnya. Eelompok pedagang dan
pengusaha di daerah harus berhubungan dengan mereka bila
ingin mencari pesanan proyek. Karena itu, kelompok
pengusaha tak seden-segan mencari patron pejabat
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daerah.

Penghepusan paternalisme di bidang ekonomi ini,
harus dilakukasn berhati-hati dsn mempertimbangkan barbagai
gsektor vang adnm. Sektor yang positip dibisrkan terus
berkembang bshkan ditunjang, dan sektor vang negatip sedikit
demi sedikit dengan penoh bijaksana dimasukkan keranjang
sampah pembangunan. Dan harus tetasp waspada, agar sistem
ekonomi tidek mengsrah pada liberalisme vang tidak cocok
dengan kondisi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, arah
vang ditempuh mungkin adalsh pertengahen antara liberalisme
dan sosialisme. .

Akan tetapi, kewaspedasn harus lehih ditujukan pads
golongan miskin atau berpenghasilan rendah. Untuﬁ tahun
1875, penghasilan mereka rata-ratsz tisp bulan tiap keluarga
berada diantara Rp 7000 dan Rp 20.000. Mereks ini sebagian
besar terdiri dari: pegawai negri golongan I dan II, pem-
bantu rumeh tangga, buruh, pengusaha kecil, pemungut kertasm
den puntung rokok, tunas karya atau pengemis, dsn masih ter-
depat lesgi beberapa kemungkinan profesi pekerjsan lainnya
vang berpendapstan rendsh. Pekerjaan wyang mereks lakuokan
sehari-hari, pada umumnya, menuntut lebih banyak penggunsan
tenagsa kagar,ap

Dengan adanye Lkewaspadsaan ini, dimaksudkan untuk
menghapus kemiskinan, pengemis, dan profesi pekerjaan 1lain

vang menjatuhkan martsabat manusisa Indones=sin,

b. Bideng agams dan kepercavaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, dan sosigl budaye

Usaha meningkatkan pembangunan bidang ini mencakup
beberapa sektor vakni: agama dan kepercayasan terhadap Tuhan
Yang Mahas Ess; pendidikan; kebudayaan: 1ilmu rengetahuan,
teknologi dan penelitian; kesehatan; kependududkan dan ke-
luargn berencana; perumahan dan pemukiman; kesejahtersan
Boglel; generasi muda; den peranan wsnits dalam pembangunan
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hanzsa.?n
Dalam pembinaan agamsa, ussha-usaha terus ditingkatkan
agar mesyarakat benar-benar mengamelkan agama dalam
kehidupan sehari-hari, terntame ummst Islam yand jumlahnva
mavoritas di Indonesia ini. Hal ini, sesumsi dengan pokok-
pokok pikiran vang terkandung d=alam pembuksan UUD 1845
vakni:

.. .negara berdasar atas Ketuohanan Yang Hsha Ess
menurut dasar kemzsnusisan yang adil dan beradab. Dleh
karens itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi
yang mewajibkan pemerintah dan lain-lsin penyvelenggara
negars untuk memelihars budi pekerti kemanusiaan ype
luhur dan memegang teguh cita-cita rakyat yang luhur.

Apalagi kemerdekaan Indonesias sebagai bangsa adalah
atas berkat rahmat Allah Yang Hahs Ruasa. -

Selanjutnya, pembinaan &agama Lerus ditingkatksan
dikalangan masvyarakst yang mencakup: para pejsbat negara,
pemimpin-penimpin orgaisesi, pars palitisi, pars vlama, para
cendikiawan, para penulis dan pengsrang, para pemimpin
majmslah ateu koran, pars wartewan, pare guru, parsa mehasiswa
dan pemimpin Msum remsajs. Hel ini dimsksudkan, agar dampak
nedgstip dari teknologi modern depet dihinderi. Den srah
vang dituju adalah masvearakat modern vang memegang teguh
ejaran-ajearan sgeams dan nilei-nilsi moral.

Disemping itn, ditingkatkan Jjuga kerukonan hidup
antar ommaet beragams. Karene, Keruokunan hidup antar ummst
beragama 1tu aksn mempertebsal kesetuan dan persstuan serta
kesetiakawanan sosial untuok menghadapi tugas-tugas
pembangunan yang semakin berat.’ '

Dengan =emsakin semarzaknys pengam=alan =sgams dalam
kehidupan sosisl, keluasrga, terutsma pengamalan agams dalam
kehidupan pribadi akan menambsh rahmat Allah dalanm kemajuan
rembengunen yang dicapai.

Dalam rangka pengamsalan agame ini, meka terus
ditingkstkanlsh usahs-usaha pelayanan dan kelancaran usaha

penunaian  ibedah haji bagi ummat Islasm sesuoai dengan
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kemampuan uasyarakﬂt.?5

‘"Dan pertumbuhan mesyarskat modern di Indonesia ini,
ekan melewati jalur sistem berpikir dimana vyeng menentukan
kebenaran yang sebenarnys adelah agama. Dalam pengertian
ini, agams menjadi tolok ukur bagi value system dan nilai-
nilai morsl.”*

Di bidang sosial budays, terus diasdakan pembinaan dan
peningkatan dalam berbagsai agpeknya sehingga bangsa
Indonesiz dapet mencapsi ketangguhan sosiel budeya di
tengah-tengah bangse-bangsa lain di dunia. Ketangguhan vyang
dimiliki itu sdalsh ketangguhan yang menghsargsi nilsi moral
dan martabat manusia, sehingga tidak mengakibatkan
penindasan terhadap bangsa-bangsa lain.

Fembinssn kebudayasn dikeitkan dengsn pendidikan,
sehingga dalam peningkatan kedumnye terdapat keserasian dan
keseimbangan.

Pengembangan pendidikan diharapkan wmenghasilkan lebih
banyak orang-orang Indonesia vang berkemampusn lebih besar
daripada kemampuan generasi-generasi orang Indonesia sebelum
mereka.”  Dipandang dari sudut laein, mutu pendidikan dan
mutu lulusan pendidikan akan menentukan kebesasran nuss dan
bangse. Baik kebesaran di bidang spiritual maupun material,
terutama sekali tergantung dari kepandaian manusia, bukan
kekavaan Ell:;mm,."::)..-"B

Hodel pendidikan dasar harus diintegrasikan dengan
pede=asn dalam rangkas mencerdsskan golongan miskin vang
nenumpuk di pedesaan itu. Dalam hal 4ini, msaka pendidikan
harus menitikberatkan pada kemsmpuan baca tulis vang
fungsional, disamping didasarkan stas suaty pandangan
memberikan kesempsatan padna nereka untuk mendapathan
ketrampilan yang dapat digunakan untuk bekerisa. Den kalau
dilihat di Indonesia maka belum semua penduduk usia sekolah
tertampung dalam sekolah sesuai dengan tingkatannya. Barn
sekitar separo dari padanys dapat ditsmpung, dan usaha
peningkatannyas hampir tidak berarti sama sekali. =
Hasalah-masalah sosial lainnya vang perlu
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diperhatikan dan ditingkatkan pembinaanya adalah masalah
penduduk, kesehatan, perumahan, pemuda, peranan wanita, dan
lain-lain.

Pertambahan penduduk yang pesat merupakan sebrgian
mesalah-masalah yang mencekam Indonesin. Henurut sensus
18680 penduduk Indonesia berjumlah 147,35 juts Jiwsa dan di-
perkirakan 20 tahun lagi menjadi 215 juta vang menyebar di
berbagai pulau sacara tidak seimbsng vakni: B2ZX di Fulau
Jawa, yang lussnya hanya 8,9% dari wilayah Indonesia; 48% di
luar Puolsu Jawe, Yang luasnva 83,1% dari wilayvah Indonesia.
Dalem rangks membendung dampak negatif pertumbuhan penduduk
ini, apzlsgi kalsu dikasitkan dengan lapangan pekerjaan, maks
dapatlah dipahami kenapa inten=sifikasi dan ekstensifikasi
program Keluarga Berencana dalam berbagai bentuk dan cara
perlu dilakukan. EKeluarga sehat sejahtera dengan 2 orang
anak merupakan topik program Badan Koordinasi Eeluarga Be-
rencena Hasionel (BKKBN) vang digerakken secara nasional dan
terarah.®

‘Pembinaan perumzhan harus segera ditingkatkan, sebab
kondisi tunawisma di Indonesia ini sangat menyedihkan. Para
tunawisma ini mudash ditewmukan di lokasi-lokasi tertentu vang
dapat dikatagorikan daerah rawan atsu berbahaya, misalnya:
di bawah jembatan di kota-kota besar, di pinggir-pinggir rel
kere=ta apim, dan tempat-tempat lzin di sela-sels perkotaan
dengan kondisi kesehatsn dan keberszihan yang minim sekali.
Mereka ini, oleh kebanyakan orang diberi predikat sebagai
gelandangan.

Dalaswm massleh peranan wanitas delam pembengunen, per-
goelan veng mendesgsak sdalah pemberantasan pelacuran, walau-
pun kemajuan vang dicepal oleh wanite Indonesis tampak be-
Eitu nysata.

Eemajuan wanita Indonesia ini nampak antara lain:
banyak wanita menduduki posisi pentinz di segala bidang,
baik di lingkungsn pemerintah meupun swasta; banvyak sarjana
wanitna, wiraswastawati, karyaswati, seniwati, ABRI penerbang
wanite, antariksevati dan beberapa profesi lain yang Jjuga
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wanita; lebih 50% penduduk Indonesia adalah wanita yang me-
rupakan potensi besar dalam menunjang pembangunan.az

Namun yang perlu segera diatasi sadelah peran ganda
wanits Indonesia. Wanita harus tetap mendus membagi waktu,
tenaga, pikiran, dan sikap. Eenyvatnannys walaupun wanits
ikut serta di dalam sektor publik, masih punys kewajiban
membereskan sektor domestik rumah tangga."

Dengen demikisn, semahkin tinggl profesi yang dicapai
wenite semskin tinggi puls morml yvang dituntut untuk
menjalankan persn gandanys itu. Untuk mereslisir orientasi
ketinggian moral ini, maka orientasi keagamaan dan peranan
Agams dalam kehidupan profesional harus semakin
ditingksatkan. Dan dalam keitan ini, jugsa patut dicantumkan
petuah imjiner Kartini vang antars lain berbunyi:

Hengapa norma sudah sangat lemah mengikat mereks
(pen. kaum wanita) vang menyimpang dari kodrat? Akue se-
nantiasa memchon kepads Gusti Allah, agar kesumko Jangsan
keluar atau meninggalkan Kodratnvys. Perjuanganka bukan
untuk membuat kaumku liar hidupnya, tapi yang kuinginkan
meskipun kaumku telah mencapai kejaysan emansipasi, te-
tap dapat memelihara norma kelusrga, menghormati norme
sosinl. ...

Jedilah benteng yang melindungi susmimu dari berbagai
bujukan vang menvebablannys menvelewenghan dana pemba-
ngunegn. Sebab, bila sampai terjesdi susmimo melskukan
korupsi, tentu kamuo dan anak-anskmu Jjugse vyang terkens
gkibatnyae. 0leh karena itu, kamu harus =selaln Blingd‘
sagar hatimu tetsp bersih dan davza tshanmu semskin kuat.

Dan untuk meningkatkan wawasan; maks penggslisn sja-
ran-ajaran agama, pemeratasn pengajarannya di tengsh-tengah
masyarakat khususnya kaum wanita profesi, perlu terus makin
ditingkatkan.

Sedanghan aspek kepemud=zan, terus ditinghatkan
pembinaan pemuda di kota-kota maupun di desa-desa mengarah
tervujudnys pemuda-pemuds vang tangguh yeng mempu memikuol
beban pembangunan di hari depan, sesuai dengan bunyi sumpah
pemuda 1928 yang terkenal itu.

Sedangkan persoalan pokok vyang berkaitan dengan
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penuda adalash sejauh mana kaum puda Indonesia 1ikut serta
dalam derap pembangunsn bangsa yang tengah berjalan. Ukuran
keikutsertzan itun depat dilihat dari peran kaum muda dsalam
pengambilan keputusean politik pembangunan, dan partisipasi
kaum mude ity sendiri dalam melaksanakan rencana-rencana
atau Hebijaksanzan pemerintah di bidang pembangunan
nasional." ]

Dalam kaiten tersebut, maka peran serts kaum muda
harus ditingkatkan dalam berbagai sspek pembangunan
nasional. OSebsb potensi pemuda adalah potensi yang enerjik

yang akan sengat berguna bila dimanfaatksan.

c. Bidang politik, apsratur pemerintah, hukum, penera-

ngan dan medis massa, dan hubungan luar negeri

Pembangunan palitik diarshkan untuk memantapkan
kehidupan keonstitusiconal, kehidupan demokrasi, dan tegaknya
hukum di tengah-tengah masyarakat. Dizamping itu, Juea
dimantapken mekanisme kepemimpinan nasional berdasarkan UUD
1945. Pemantapan persnan organisssi sosial kemasyarskatan
dan =os=zial ke=zgsmazn guna mneningkatkan partisipasi dalam
pembangunan nasional. Dan pemantapan wadah-wadeh penyalur
aspirasi masyarakat pedesaan, Jjuga dalam ranghka meninghkatkan
partisipasi pembangunan dikalangan masyarakat padasaan.“ﬁ

Disamping itn, pembangunan politik pada hakekatnya
adalsh pembangunsn budaya politik, dalam h=1l ini budaysa
politik Pancasila. Dari segi ini, pokok permasalahannya
iasleh bagalmana ide dan nilai vyang terkandung dalam
Pancasila sungguh-sungguh terwujud dalam praktek kehidupan
politik. Jadi masalah sebenarnya adalah masalah penanaman
nilaei wvang laszimnya berjsalan melalui porses Susialisaﬂi.'?

Selanjutnys, pembinasn disrahkan untuk meningkatksn
pengabdian dan kesetissn aparatur pemerintah dalam melakse-
nakan program-program pemnbangunan. Lengkah-langkah ini,
dibarengi dengan langkah penyempurnaan, penertiban dan pe-

ngembalian kewibawaan aparatur pemerintah yang bersih tidak
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kﬂrup.n’

Dalam pembangunan di bidang hukum diusahakan &agar
diluhurkannva kembali citra hukum dan keadilan di tengah-
tengah mesyarzkat Indonesia. Jelsas, apa yang dibutuhkan
gdaleh dimilikinya aparsat penegak hukum khususnya manusia-
nanusia penegak hukum vang jujur, mampu dan mau mengemban
tugas berat namun suci (mission sacre), manusia Hukum; Jak-
sa, polisi, dan lasin-lsin penegak hukum yang berkemampuan
dan berkemauan untuk mengamalkan P-4 dibidang hukum, manu-
sis-manusia yang tangguh tak mudah menyerah untuk keadilan.

Dibidang penerangan dan media mas=a, diusshskan pem-
binaan di berbsgai aspeknya yang mencalkup: Fperanan media
massa delam pembangunan nasional; pengembangan pers Yyang
bebaz, sehat, dan bertanggung Jjawab; serta peningksatan sa-
rana den preassarsnz medis massa. Disamping itu, penerangan
dan media mases harus mampu memberikan informa=i yvang benar
vang mempu memberikan motivasi dikzlangan masyarakat luas
sehingga gairzh dan =emangst membangun dapat tumbuh dengan
subur.

Dibidang hubungan luar negeri, terus dilaksanakan
politik luar negeri vang bebas aktif diabdikan . untuk
kepentingsn nasional. Dan setiap gejolak politik di dunia
terus diikoti untuk diambil hikmah dan manfaatnya, serta

menghindarkan efek negetip terhadap pelaksanaan rpembangunan

bangsa dan negara Indonesis.

d. Bidang pertzhanan keamanan

Pembangunan bidang pertahanan keamanan ditujuokan un-
tuk membangun kemampuan bangsa dalam rangka menghadapi se-
gala macam ancaman dan gangguan baik dari luar maupun dari
delam negerl. Disamping itu pembangunan bideng pertzhanan
keamanan juge ditujukan untuk membangun kemampuan bangss
daelam ranghks mendukung pelsksanssn, mengamanksn hesil-haszsil
serta menjamin kelenjutan pembangunan nasiocnal. Dalam hal

ini pembengunan bidang pertahanan keamansn mencakup berbagai
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anspek wvakni: peningkatan pembangunan Henkam sebsgai bagian
integral dari pembangunsan na=icnal, peningkatan pemeliharaan
dan pengembangan kekuatan hankam, peningkatan upays perta-
hanan dan upaya hkeamanan untuk menjamin ‘tegaknya mnegsarsa,
peningkstan hkemampuan kekustan-kekuatan Hankam dan mnoderni-
sasi penvelenggarian Hankam, danpeningkatan hemampuan ABRI
termasuk juga Folri.ﬁn

Sedanghesn pelaksanadn Fola Umum Pembandunan Lima
tahun Keempat ini dilakukan oleh Presiden gelaku mandataris
Hejelis Permuesyawaratan Eekyat dengan mendengar HBATA&n-SATAN
dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyusun Repelita Eeempat
yvang merupakan Rencana Pembangunan untuk pencapai
sgoaran-sSasaran pembangunan diberbagai bidang dalam tahun
1984-1989. Dan dalam meninghkatkan tanggung jawab hkeuangan
negsara, Badsan Pemerikza Keusngan waiib meningkatkan
kegiatan-kegiatannya sesunai dengan wewenang yang ditetapkan
dalan Undang-Undang Dasar 1845.%*

D, Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat

Rencana Pembasngunan Lima Tahun Keempat (Repelita IV),
yang meliputi jangka waktn 1984/85 - 1888/89, meruphkan
rencana yang pPerumusannya didasarkan pada Fola  Dasar
Pembangunan Nagional, Fola Upum Pembangunan Jangha Fanjang.
den Pols Umum Pembangunan Lima Tahun Keenpat; sesual dengan
GBHN vang telah ditetapkan oleh MFR.

Ferincian secara luas dari Repelita IV itu, termaktub
di dglam lampiran Keputusan Presiden RI Heomor: 21 tahun
1984. Dan lsmpiran tersebut terdiri dari empat volume buku
tebal.

Volume pertama terdiri dari 10 bab wakni:

1. Tujuan dan Sasaran-EasS&Tan Fokok Pebangunan

% Kerangka Rencana dan Femblayaan FPembangunen.
3. Feusngan Hegarsa.

4. Rebijsksanaan Moneter dan Perkreditan.

5. Heracs Pembayaran Internasional.
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Perluasan Kesempaten Kerja.

Pengembangan Duni=s Usaha.

Fengolahen Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.
Pertenimn dan Pengairan.

Fangan dan Perbaikan Gizi.

Volume kedua terdiri dari 10 bab yakni:

Industri.

Pertambangan dzn Energi.
Perhubungan dan Fariwisata.
Perdagangan.

Kooperasi.

Tenaga Kerja.

Transmigrasi.

Perumehen den Pemukimen.

Agama.

Fendidikan dan Genersil Huds,

Volume ketiga juga terdiri dari 10 bab vehkni:
H ol

Sedanghkan i=zi dari volume keempat terdiri dari 27

O o 0 =3 M en W Y R

Eebudsyasn NHasional dan Kepercavean Terhadsp

Yang Maha E=a.

Tlmu Pengetahuan, Teknolopi, dan Penelitian.
Kesehatan.

Kesejahteraan Scsial dan Peranan Wanita.
Eependudukan dan Keluarga Berencans.
Pembangunan Daerah.

Hukum.

FPertahanan Keamanan.

Penerangan, Fers, dan Eomunikasi EBosial.

Aparastur Pemerintsah,

vakni:

1. Dmerah Istimeuwn Aceh.

2. Sumsters Utara.

3. Sumatera Barat.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
iy
16.
19.
20.
21.
22,
23.
24,
25.
Z6.
27.

m =1 Oy N

Riau.

Jambi.

Sumatersa Selatan.
Benghkualu.

lamapung.

DEI Jaksrtsa.

Jawa Barat.

Jawa Tengah.

Daerah Istimews Yokyaksrta.
Jawa Timur.
Ealimantan Barat.
Kalimantan Tengah.
Kalimantan Selatan.
Kalimantan Timur.
Sulawesi Utara.
Sulawesi Tengah.
Sulawesi Tenggara.
Sulawesi Belatan.
Beli.

Husa Tenggars Barat.
Musa Tenggara Timur.
Haluku.

Irian Jay=.

Timor Timur.
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